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UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN 

Gambar 1. Mengenai kewenangan peradilan Tata Usaha Negara. 

 

UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

Gambar 2. Mengatur dasar kewenangan bagi pejabat pemerintahan dalam 

mengambil keputusan. 
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Gambar 3. Mengenai dasar suatu keputusan dapat dianggap tidak sah. 

 

Gambar 4. Mengenai syarat sahnya suatu keputusan 
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UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 

Gambar 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 tentang asas 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 

Gambar 6. Kewenangan kepala desa  
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Gambar 7. Mengenai larangan bagi perangkat desa 
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Gambar 8. Mengenai sanksi bagi perangkat desa yang melanggar larangan. 

 

Gambar 9. Mengenai dasar hukum pemberhentian perangkat desa 
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PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 2015 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 2014 

TENTANG PERATURAN PELAKSANA UU NO.6 TAHUN 2014 

Gambar 10. Mengenai dasar pemberhentian perangkat desa. 
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PERMENDAGRI NO. 67 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN 

DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

Gambar 11. Mengenai persyaratan pengangkatan perangkat desa. 

 

Gambar 12. Mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa. 

 

 

 


